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L a.

WALIKOTA LANGSA,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Angggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan pasal 12
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kerja Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan untuk melaksanakan Peraturan
Mentert Keuangan Republik Indonesia nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa,
Walikota Langsa menetapkan Rincian Dana Gampong
Untuk Setiap Gampong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Langsa tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Gampong dan Prioritas Penggunaan
Dana Gampong dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2022;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851}

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6410};

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6516);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6735);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomo
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11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Gampong Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Gampong
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomorl 36);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah danDana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional tentang Penyaluran Perubahan Kedua
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
peraturan 219/PMK.07/2020 tentang perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Langsa Nomor 276};

Peraturan Walikota Langsa Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Prioritas Dana GampongDalam Wilayah Kota Langsa Tahun
2022(Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2021 Nomo?
7o) MEMUTUSKAN [




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN DANA
GAMPONG DALAM WILAYAH KOTA LANGSA TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.

2. Pemerintah Kota adalah Unsur penyelenggara Pemerintahan
Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.

3. Walikota adalah Walikota Langsa.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya
disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Gampong Kota Langsa.

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
selanjutnya disebut kepala DPMG adalah Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat
BPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Langsa.

7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya
disebut kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kota Langsa.

8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada
dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik dan Tuha Peuet
yvang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan
gampong.

11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong
beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas
dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.

12. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah
Hak vyang merupakan warisan yang masih hidup dan
prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

13. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah Kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan
efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena
perkembangan Gampong dan prakasa masyarakat
Gampong.

14. Musyawarah Gampong adalah Proses musyawarah antara
Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampon
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untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Geuchik adalah Pimpinan suatu Gampong yang memiliki
kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga
sendiri.

Tuha Peuet Gampong adalah Unsur pemerintahan gampong
yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Geuchik setelah dibahas dan
disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.

Keuangan Gampong adalah Semua hak dan kewajiban
Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya
disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang
selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan
Tahunan Pemerintahan Gampong.

Barang Milik Gampong adalah Kekayaan milik gampong
berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
Penerimaan lainnya yang sah adalah Penerimaan yang
diberikan kepada Geuchik atau Perangkat Gampong
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang
selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen perencanaan
6 (enam) Tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan
gampong, arah kebijakan keuangan gampong, kebijakan
umum dan program disertai dengan rencana Kkerja.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat
RKPG, adalah Penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu
1 (satu) tahun.

Prioritas Penggunaan Dana Gampong adalah Pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana
Gampong.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh
faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan
korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi,
kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Bantuan Langsung Tunai Gampong yang selanjutnya
disebut BLT Gampong adalah pemberian uang tunai kepada
keluarga miskin atau tidak mampu di Gampong yang
bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak
ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan
Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong
ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan,
Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan,
Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan
Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesion
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yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Gampong, pembangunan
daerah tertinggal, dan ftransmigrasi yang Dbertugas
pendampingan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten
dan provinsi.

Tipologi Gampong  merupakan fakta, karakteristikdan
kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong
maupun keadaan yang berubah berkembang dan
diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).

. Gampong Mandiri adalah Gampong maju yang memiliki

kemampuan melaksanakan pembangunan Gampong
untukpeningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-
besamya kesejahteraan masyarakat gampong dengan
ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara
berkelanjutan.

Gampong Maju adalah Gampong yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan
mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
gampong, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi
kemiskinan.

Gampong Berkembang adalah Gampong potensial menjadi
gampong maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara
optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
gampong, kualitas hidup manusia dan menanggulangi
kemiskinan.

Gampong Tertinggal adalah Gampong yang memiliki potensi
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau
kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat gampong, kualitas hidup manusia
serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
Gampong Sangat Tertinggal adalah Gampong yang
mengalami kerentanan karena masalah bencana alam,
goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak
berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial,
ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam
berbagai bentuknya.

Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi
Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan
pemerintahan, pelaksanan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta
penanggulangan bencana alam dan nonalam.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan  Gampong, yang
selanjutnya disingkat PPKG adalah perangkat gampong yang
melaksanakan pengelolaan gampong berdasarkan
keputusan Geuchik yang menguasakan sebagian kekuasaan
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong.
Sekretaris Gampong adalah perangkat gampong yang
berkedudukan sebagai pimpinan sekretariat Gampong yang
menjalankan tugas sebagai koordinator PPKG.

Kaur Keuangan adalah kepala urusan keuangan gampong
yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan gampong.

Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingka
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negar
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yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan
negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada
bank sentral.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Gampong, yang selanjutnya disingkat
RKUG adalah rekening tempat menyimpan uang
pemerintahan gampong yang menampung seluruh
penerimaan gampong dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran gampong dalam 1 (satu) rekening pada
bank yang ditetapkan.

Pengeluaran Gampong adalah uang yang keluarkan dan
APBG melalui RKUG.

Pendapatan asli gampong, yang selanjutnya disingkat PAG
adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak gampong

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan
SP2D.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini memberikan
landasan hukum  bagi  pemerintah kota  dalam
mengalokasikan Dana Gampong.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menjadi pedoman
dalam penggunaan pengalokasian, penyaluran, mekanisme
penggunaan dan prioritas penggunaan Dana Gampong
dalam kegiatan perencanaan pembangunan Gampong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

a.

b

o A0

tata cara penghitungan, pembagian dan penetapan rincian
Dana Gampong;

.tahapan dan persyaratan penyaluran Dana Gampong

penggunaan;

. pemantauan dan evaluasi; dan
. sanksi.

ketentuan lain-lain; dan

. ketentuan penutup.

BAB III




BAB III
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA GAMPONG

Pasal 4

(1) Rincian Dana Gampong untuk setiap Gampong di Kota
Tahun Anggaran 2022,dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:

alokasi dasar;
alokasi afirmasi;
alokasi kinerja; dan
alokasi formula.

po o

Pasal 5

(1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari
anggaran Dana Gampong dibagi secara proporsional kepada
setiap Gampong berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kiasterjumlah penduduk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dengan
ketentuan:

a. Rp 415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta
ssembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi
Gampong dengan jumlah penduduk sampai dengan 100
(seratus) jiwa,

b. Rp 478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan
juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi
Gampong dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu)
sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;

c. Rp 540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh
ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Gampong dengan
jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan
1.500 (seribu lima ratus) jiwa,;

d. Rp 603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh
belas ribu rupiah) bagi Gampong dengan jumlah
penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan
3.000 (tiga ribu)jiwa;

e. Rp 665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta
lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Gampong dengan
jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan
5.000 (lima ribu) jiwa,;

f. Rp 727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta
sembilan ratus ribu rupiah) bagi Gampong dengan
jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan
10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan

g. Rp 790.291.000 (tujuh ratus Sembilan puluh juta dua
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Gampong
dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu)
jiwa.

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat = Jenderal
Perimbangan Keuangan menetapkan rincian alokasi
Gampong per Gampong.

Pasal 6 ’%
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Pasal 6

Alokasi Afirmasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Gampong tertinggal
dan Gampong sangat tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

Alokasi afirmasi setiap Gampong dihitung dengan rumus
sebagai berikut :

AA Gampong = (0,01 *DG) / {(2 * DST) + (1 * DT)}

Keterangan:

AA Gampong = Alokasi Afirmasi setiapgampong.

DG = Pagu Dana Gampong Nasional.

DST = Jumlah Gampong sangat tertinggal yang
memiliki  jumlah penduduk miskin
tinggi.

DT = Jumlah Gampong tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi.

Besaran alokasi afirmasi untuk Gampong tertinggal yang

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1

(satu) kali Alokasi Afirmasi setiapGampong.

Besaran Alokasi Afirmasi untuk gampong sangat tertinggal

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung

sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiapgampong.

Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada

ayat {3) dan ayat (4} ditetapkan:

a. Rp 119.423.000,00 (seratus Sembilan belas juta empat
ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk dessa tertinggal;

b. Rp 238.847.000,00 {(dua ratus tiga puluh delapan juta
delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk
desa sangat tertinggal.

Gampong tertinggal dan gampong sangat tertinggal dengan

jumlah penduduk miskin tinggi adalah gampong tertinggal

dan gampong sangat tertinggal yang ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan.

Pasal 7

Pagu Alokasi kinerja dihitung sebear 4% (empat persen) dari

anggaran Dana Gampong dibagi kepada Gampong dengan

kinerja terbaik.

Gampong dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan Gampong yang dipilih secara

proporsional berdasarkan jumlah Gampong dengan

persentase sesuai ketentuan yaitu 16% (enam belas persen)

untuk Kota Langsa dengan jumlah desa 52 (lima puluh dua)

sampai dengan (seratus) Gampong.

Penilaian kinerja Gampong terbaik sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria

kinerja.

Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3} terdiri

atas:

a. bukan Gampong penerima alokasi afirmasi;

b. Gampong berstatus berkembang, maju, atau mandiri dan

c. Gampong yang melaksanakan BLT Gampong pada tahUﬁ
anggaran 2020.

(5) Kriteria r



(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) memiliki indikator wajib dan indikator tambahan
sebagaimana diatur oleh Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.

Pasal 8

(1} Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
d, dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:

a. jumlah penduduk dengan bobt 10% (sepuluh persenj;
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh

persen),
c. luas wilayah
persen);dan

gampong dengan bobot 10% (sepuluh

d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat

puluh persen).

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan
formula sebagai berikut:

AF Gampong = {0,10*Z1) + (0,40*Z2) + (0,10*Z3) + (0,40*Z4)}
*AF

Keterangan:
AF Gampong =
Z1 =

Z2

Z3 =

zZ4 =

AF Kota

il

Alokasi Formula setiap Gampong

rasio jumlah penduduk setiap gampong
terhadap total penduduk GampongKota.
rasio jumlah penduduk miskin setiap
gampong terhadap total penduduk miskin
gampongkota.

rasio luas wilayah setiap gampong
terhadap total luas wilayah gampong kota.
rasio IKG setiap gampong terhadap IKG
gampong kota.

Alokasi Formula nasional.

Pasal 9

Indeks kesulitan geografis Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh walikota
berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

statistik.

Pasal 10

Penetapan rincian dana gampong setiap gampong di Kota Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran [ yang

merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini dan selanjutnya dituangkan dalam surat keputusan

Walikota.

BAB IV .




BAB 1V

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA GAMPONG

Bagian Kesatu
Tahapan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Gampong dilakukan dalam 3 {tiga) tahap,

(2)

(3)

(4)

dengan ketentuan:

a. tahap [ sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan
Januari dan paling lambat bulan juni;dan

b. tahap Il sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan
Maret dan paling lambat bulan agustus;dan

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Gampong setiap Gampong paling cepat bulan juni.

Pagu Dana Gampong setiap Gampong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana

Desa untuk BLT Gampong selama 12 (dua belas) bulan.

Dalam hal kebutuhan dana Gampong untuk BLT Gampong

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari

besaran Dana Gampong untuk BLT Gampong yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rinian

APBN tahun anggaran 2022, Dana Gampong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} disalurkan paling tinggi sebesar

60% (enam puluh persen) dari pagu dana Gampong setiap

Gampong.

Penyaluran dana gampong tahap 1 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a sudah termasuk pendanaan

kebutuhan Dana Gampong untuk penanganan pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 12

(1} Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap I

dilaksanakan setelah Walikota menerima Qanun Gampong
mengenai APBG dari  Geuchik dan surat kuasa
pemindahbukuan Dana Gampong.

(2) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap II

dengan syarat berupa:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Gampong tahun anggaran sebelumnya;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Gampong tahap 1 menunjukkan rata- rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
Dana Gampong tahap [ yang telah disalurkan;

(3) Penyaluran Dana Gampong dari RKUD ke RKUG Tahap Il

dengan syarat berupa:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Gampong sampai dengan tahap II menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar
90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75%

{tujuh) .



{tuyjuh puluh lima persen) dari Dana Gampong tahap II
yang telah disalurkan;dan

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
Gampong tahun anggaran sebelumnya.

(4) Penerima dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan ketentuan:
a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan
Juni berakhir;

b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan
agustus berakhir; dan

¢. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir
tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun

anggaran 2021, selain persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditambahkan perekaman realisasi jumlah

keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan

bulan kedua belas tahun anggaran 2021.

Walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahbukuan Dana Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I
pertama kali disertai dengan daftar RKD.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan ayat (3) huruf dihitung berdasarkan rata-rata
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap
Gampong.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3} disusun
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian
keluaran.

Dokumen persayaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2) dan ayat (3)
disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) yang
selanjutnya melalui aplikasi online monitoring system
perbendaharaan dan anggaran Negara (OM-SPAN]}.

Pasal 13

Dana desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan;
a. Dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat 1;

2. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 {dua
belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT
Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;

3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas
Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

4. Menyampaikan peraturan Geuchik atau keputusan
Geuchik mengenai penetapan Kkeluarga penerima
manfaat BLT Gampong; dan

5. Permintaan &..




(2)

5. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat
bulan Januari 2022; dan

b. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat
sampal dengan bulan kedua belas dilakukan oleh

Walikota setelah melakukan penandaan pengajuan

penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap

bulannya, dengan ketentuan;

1. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat
sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah
Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga;

2. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat
sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat
bulan April 2022;

3. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah
Walikota melakukan perekaman reralisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai
dengan bulan keenam;

4. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling
cepat bulan Juli 2022;

5.Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua Dbelas
disalurkan disalurkan setelah Walikota melakukan
perekaman reralisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT
Gampong bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan; dan

6. Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

Perekaman jumiah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak
salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui aplikasi aplikasi OM-SPAN.

Kebutuhan dana Gampong untuk BLT dan setiap bulan
diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam
aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Gampong setiap
bulannya.

Penyaluran dana Gampong untuk BLT Gampong bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Gampong tahap 1 sebagaimana dimaks

dalam‘f.




(S)

(1)

dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Walikota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai

dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir
bulan Desember 2022.

Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana
Gampong tahap Il Tahun anggaran 2023.

Bagian Kedua
Persyaratan Penyaluran Dana Gampong

Pasal 14

Geuchik mengajukan permohonan penyaluran Dana
Gampong kepada Walikota melalui Camat disertai dengan
kelengkapan administrasi sebagai berikut :
a.tahapl:

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap 1
sebesar 40%;
foto copy rekening dari RKUG;
fotocopy SK dan KTP Geuchik;
fotocopy SK dan KTP Kaur Keuangan;
surat pernyataan bertanggungjawab;
dokumen APBG Tahun 2021 beserta lampirannya yang
telah dievaluasi dan klarifikasi oleh pihak kecamatan,
lembaran rencana realisasi penggunaan Dana
Gampong tahap [ yang telah diverifikasi oleh pihak
gampong; dan

8. specimen tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan
gampong.

b. tahap 1l :

1. surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap
Il sebesar 40%.

2. foto copy rekening dari RKUG;

3. surat pernyataan bertanggungjawab;

4. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong tahun
anggaran sebelumnya (berdasarkan aplikasi
Siskeudes);

5. laporan capaian keluaran Dana Gampong tahun
anggaran sebelumnya;

6. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana
Gampong tahap Il yang telah diverifikasi oleh pihak
gampong; dan

7. specimen tanda tangan Geuchik dan kaur keuangan
gampong.

8. laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2)
huruf a dan huruf b;dan

c. tahap III :

1. Surat Permintaan Pembayaran Dana Gampong Tahap
llIsebesar 20%.

2. Foto copy rekening dari RKUG;

3. Surat pernyataan bertanggungjawab;

SR ol
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4, laporant..




(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(10)

(11)

4. laporan realisasi penyerapan Dana Gampong
(berdasarkan aplikasi Siskeudes) tahun berjalan dari
tahap I dan tahap II;

5. laporan sebagaimana dimkasud pada Pasal 13 ayat (3)
huruf a dan huruf b;

6. laporan capaian keluaran Dana Gampong tahun

berjalan dari tahap [ dan tahap II;

laporan capaian Geuchik

laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

gampong tahun anggaran sebelumnya; dan
9. lembaran rencana realisasi penggunaan Dana

Gampong tahap Il yang telah diverifikasi oleh pihak
gampong;

Geuchik mengulangi pengajuan berkas sebagaimana dalam

ayat (1) huruf a point 2, 3 dan 8 bagi Gampong yang

mengalami pergantian Geuchik dan Kaur Keuangan.

Camat mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil

verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan menyerahkan kelengkapan
berkas kepada DPMG untuk diverifikasi dan evaluasi.

Kepala DPMG mengeluarkan rekomendasi untuk penyaluran

dana gampong dan menyerahkan kelengkapan berkas

kepada BPKD.

Kepala BPKD menerima kelengkapan berkas untuk

mengeluarkan SPM dan SP2D kemudian ditransfer ke RKUG

masing-masing gampong.

Dana Gampong yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun

sebelumnya dan apabila dana gampong yang telah

disalurkan ke RKUG terjadi silpa maka pemerintah gampong
harus menganggarkan kembali ke dalam anggaran belanja
gampong tahun berjalan.

Dana gampong tahun yang lalu dapat dianggarkan kembali

oleh Pemerintah Gampong dalam APBG tahun berjalan

sehingga Pemerintah Kota segera menyalurkan dana
gampong ke RKUG.

Proses pencairan dana gampong tahun lalu dapat

dilakukan oleh Pemerintah Kota terlebih dahulu

melengkapi persyaratan diantaranya :

a. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);

b. rencana penggunaan dana yang akan dilaksanakan
kegiatan Geuchik sesuai APBG tahun berjalan yang
ditandatangani keluaran, sekretaris gampong dan kaur
keuangan gampong; dan

c. surat permohonan Geuchik kepada Walikota melalui
rekomendasi Kepala DPMG dan camat.

Kecamatan mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil

verifikasi dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (7) dan menyerahkan kelengkapan
berkas kepada DPMG untuk dievaluasi.

DPMG mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana

dan menyerahkan kelengkapan berkas kepada BPKD agar

proses pencairan dilaksanakan untuk dana gampong
sumber APBN tahun lalu.

BPKD mengeluarkan SPM, SP2D dan memposting dana

gampong sumber APBN tahun lalu ke RKUG tahun berjalan.

o N
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Pasal 15

(1) Dana Gampong untuk kebutuhan BLT Gampong disalurkan
dengan ketentuan:

a. Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga:

1.

2.

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1);dan

melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 {dua
belas) bulan untuk penyaluran Dana Gampong untuk
BLT Gampong paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
melakukan penandaan pengajuan penyalluran atas
Gampong layak salur tiap-tiap bulannya;
menyampaikan praturan Geuchik mengenai
penetapan  keluarga penerima manfaat BLT
Gampong; dan

permintaan penyaluran BLT Gampong bulan kesatu
sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat
bulan Januari 2022; dan

b. Dana Gamponguntuk BLT Gampong bulan keempat
sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh
Walikota setelah melakukan penandaan pengajuan

penyaluran atas Gampong layak salur tiap-tiap
bulannya, dengan ketentuan:

1.

Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan keempat
sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah
Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan kesatu sampai
dengan bulan ketiga;

Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan keempat
sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat
bulan April 2022,

Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah
Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan keempat sampai
dengan bilan keenam;

Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan ketujuh
sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling
cepat bulan Juli 2022;

Dana Gampong unuk BLT Gampong bulan kesepuluh
sampai dengan bulan kedua belas disalurkan seelah
Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan;

Permintaan penyaluran BLT Gampong bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
dan penandaan pengajuan penyaluran atas Gampong layak
salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui aplikasi online monitoring system perbendaharaan
dan anggaran negara.

(3) Keubutuhan £.




(2)

(1)

(2)

a. program perlindungan sosial berupa BLT Gampong;

b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan

c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease

2019 (COVID 19) di Gampong.

Besaran Dana Gampong yang digunakan untuk mendanai
kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan peraturan Presiden mengenai rincian APBN
tahun anggaran 2022,

Pasal 20

BLT Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat
(1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat
yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di
Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk
keluarga miskin yang termasuk dalam kategori
kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian,;

¢c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun /Kkronis

d. keluarga miskin penerima jaring pengamanan sosial
lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBK
dan/atau dari APBN;

e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus
Disease 2019 COVID- 19 dan belum menerima bantuan,
atau

f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal
lanjut usia.

Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Gampong

sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan petani, BLT

Gampong dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian
pupuk.

(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud

(4)

(5)

(6)

(7)

pada ayat I (1) ditetapkan dengan peraturan Geuchik.

Peraturan Geuchik sebagaimana dimaksud ayat (3) paling

kurang memuat:

a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;

b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis
kelompok pekerjaan; dan

c. jumlah keluarga penerima manfaat.

Besaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan sebesar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas

per keluarga penerimma manfaat.

Pembayaran BLT Gampong kepada keluarga penerima

manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat

dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara

sekaligus.

Dalam hal pembayaran BLT Gampong bulan kedua

sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari

kebutuhan BLT Gampong sebagimana dimaksud dalam

pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran ajas

selisih [..




3. peraturan Geuchik mengenai penetapan keluarga
penerima manfaat BLT Gampong; dan
b. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan
keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan
dengan ketentuan:

1. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong
bulan keempat sampai dengan bulan keenam
dilaksanakan  setelah  Geuchik menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong
bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan
dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan
keempat sampai dengan bulan keenam;

3. penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
dilaksanakan setelah Geuchik menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Gampong bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;

(2) Geuchik wajib menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Gampong bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas kepada Walikota paling lambat
tanggal 16 Desember 2022.

(3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari
kerja berikutnya.

(4} Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Gampong
bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan
penyaluran Dana Gampong tahap I tahun anggaran 2023.

(5) Geuchik bertanggungjawab atas kebenaran data realiagasi
jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima
pembayaran BLT Gampong sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kota tidak diperbolehkan untuk
menambah  persyaratan  penyaluran Dana  Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 19

(1) Pemerintah  Gampong  wajib menganggarkan  dan
melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari
Dana Gampong untuk:

a. program .




(3)

(4)

(5)

(1)

Kebutuhan Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap
bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Gampong yang direkam dalam
aplikasi online monitoring system perbendaharaan dan
anggaran negara dengan besaran BLT Gampong setiap
bulannya.

Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan
penyaluran Dana Gampong tahap 1 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}.

Walikota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir
bulan Desember 2022.

Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana
Gampong tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 16

Gampong yang melaksanakan BLT Gampong tahun
anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal
12 ayat (2) ditambahkan data realisasi pembayaran BLT
Gampong bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.
Dalam hal Gampong tidak melaksanakan BLT Gampong
Tahun Anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal
12 ayat (2) ditambahkan dokumen persyaratan berupa
peraturan Geuchik mengenai tidak terdapat calon keluarga
penerima manfaat BLT Gampong yang memenuhi criteria
atau anggaran Dana Gampong tidak mencukupi untuk
pembayaran BLT Gampong kepada keluarga Penerima
manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan
pagu Dana Gampong berdasarkan Peraturan Walikota
mengenai rincian Dana Gampong setiap Gampong.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b dan
ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan
keluaran, dan capaian keluaran.

Pasal 17

Dana Gampong untuk kebutuhan BLT Gampong disalurkan

dengan ketentuan:

a. Penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampong bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah
Geuchik menyampaikan:

1. Peraturan Gampong mengenai APBG;

2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu
yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Gampong untuk BLT Gampon
paling lambat tanggal 06 Mei 2022; ’

3. peraturan .




(9)

(10)

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

selisih kekurangan BLT Gampong bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Gampong
selain Dana Gampong untuk BLT Gampong setiap bulan.

Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong bulan
kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih

kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Gampong
bulan kesatu.

Dalam hal teredapat keluarga penerima manfaat BLT
Gampong sebagimana dimaksud pada ayat (8} meninggal
dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima
manfaat, Geuchik wajib mengganti dengan keluarga
penerima manfaat yang baru.

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima
manfaat BLT Gampong dan/ata penembahan jumlah
keluarga penerima manfaat BLT Gampong, perubahan

dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam
peraturan Geuchik.

Pasal 21

Pemerintah Gampong menganggarkan kegiatan ketahanan
pangan dan hewani sebagimana dimaksud dalam pasal 19
ayat (1) huruf b dalam APBGampong.

Pemerintah Gampong melakukan penyesuaian kegiatan
ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik
dan potensi Gampong.

Pasal 22

Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c
dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)} ditingkat Gampong
atau pos jaga di Gampong.
Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), memiliki fungsi:
a. pencegahan,;
b. penanganan
c. pembinaan; dan
d. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19} di tingkat Gampong.

Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di
Gampong yang yang dilaksanakan oleh Gampong
berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Gubernur dan Walikota penerima dana Gampong
mendorong dan memantau pelaksanaan  kegiatan
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) yang di danai dari Dana Gampong.

(5) Pemerintah .£




(5) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian
anggaran dukungan pendanaan penaganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) huruf ¢, dengan memperhatikan tingkat
kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah

Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).

(6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai
kegiatan yang menjadi prioritas Gampong.

Pasal 23

Penggunaan Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 berpedoman pada ketentuan

yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana gampong
diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber
daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak
menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

BAB V1
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Pemantauan oleh kementerian keuangan sebagaimana
dilaksanakan oleh direktorat jenderal perimbangan dan
keuangan kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan,
dan/atau KPPN, terhadap:

a. penyaluran Dana Gampong termasuk BLT Gampong;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana

gampong;

c. penyampaian laporan Konvergensi stunting tingkat
gampong,

d. sisa dana gampong di RKUG.

Pasal 26

Pemantauan terhadap dana gampong dari RKUN ke RKD
melalui RKUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pemantauan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan untu
mengetahui:

a. Besaran .




(7)

a. Besaran sisa dana gampong di RKD hasil rekonsiliasi
sisa Dana Gampong tahun anggaran 2015 sampai
dengan 2018 yang belum selesai diperhitungkan melalui
perhitungan penyaluran Dana Gampong tahap Il1 tahun
anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana
Gampong untuk BLT Gampong;

b. Besaran sisa Dana Gampong di RKD tahun anggaran
2019 yang Dbelum selesai diperhitungkan pada
penyaluran Dana Gampong tahap 1lll sampai dengan
tahun anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana
Gampong untuk BLT Gampong.

c. Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 di
RKD yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran
Dana Gampong Tahap 111 setelah dikurangi kebutuhan
Dana Desa untuk BLT Desa,

d. Besaran sisa Dana Gampong di RKD hasil Rekonsiliasi
sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2015 sampai
dengan 2019 yang belum selesai diperhitungkan melalui
pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi
hasil tahun anggaran 2021;

e. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2021 di
RKD; dan

f. Besaran sisa Dana Gampong tahun anggaran 2022 di
RKD.

Besaran sisa dana Gampong tahun anggaran 2020 di RKD

yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana

Gampong tahap Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Gampong

Tahap Il dan/atau tahap Il Tahun Anggaran 2022.

Sisa dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, diperhitungkan melalui pemotongan dana alokasi

umum dan/atau dana bagi hasil anggaran.

Sisa dana desa tahun anggaran 2021 di RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e, dianggarkan kembali

ditahun anggaran berikutnya oleh Geuchik dan dilakukan
perekaman oleh DPMG pada aplikasi OM-SPAN.

Dalam hal penganggaran kembali oleh Geuchik dan

perekaman oleh DPMG sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) tidak dilaksanakan, sisa Dana Gampong tahun

anggaran 2021 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c¢ diperhitungkan pada tahap III Tahun anggaran

2022.

Dalam hal dana Gampong tahap II Tahun Anggaran 2022

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tidak

mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada

penyaluran Dana Gampong tahap Il dan/atau tahap I

Tahun Anggaran 2023.

Besaran sisa Dana Gampong Tahun Anggaran 2022 di RKD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dap

dianggarakan kembali

Pasal 28




(1)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

Pasal 28

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
dan ayat (5) dikecualikan bagi Gampong yang mengalami
bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan hilang atau rusaknya sebagian atau
seluruh:

a. Dana Gampong;

b. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana
Gampong; dan/atau

¢. Keluaran kegiatan yang didanai Dana Gampong.

Walikota menyampaikan surat permohonan pengecualian

perhitungan sisa Dana Gampong kepada KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Gampong yang paling

kurang memuat :

a. Nama dan Kode Gampong;

b. Peristiwa bencana alam yang dialami;

c. Waktu kejadian; dan

d. Akibat bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VII
SANKSI

Pasal 29

Dalam hal terdapat permasalahan Gampong, berupa:

a. Geuchik atau  perangkat Gampong  melakukan
penyalahgunaan Dana Gampong dan ditetapkan sebagai
tersangka; atau

b. Gampong mengalami permasalahan administrasi, ketidak
jelasan status hukum, dan/atau status keberadaan
Gampong.

Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana

Gampong non BLT Gampong Tahun Anggaran berjalan

dan/atau Tahun Anggaran berikutnya.

Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara

hukum penyalahgunaan Dana Gampong yang melibatkan
Geuchik dan/atau perangkat Gampong sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Dalam hal Dberdasarkan pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Geuchik dan/atau perangkat
Gampong telah ditetapkan sebagai tersangka, Walikota
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran
Dana Gampong kepada Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

{5) Penghentian .




(3)

(1)

(2)

Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan;
a. Surat permohonan dari Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (3); atau
b. Surat rekomendasi dari kementerian Negara/lembaga
terkait dan/atau Walikota atas permasalahan Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong
berdasarkan surat permohonan dari Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat {5) huruf a atau surat rekomendasi
dari kementerian Negara/lembaga terkait dan/atau
bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b dilakukan mulai penyaluran Dana Gampong non BLT
Gampong tahap berikutnya setelah surat dimaksud
diterima.
Dalam hal surat permohonan dari Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah Dana
Gampong tahap [II atau Dana Gampong tahap II untuk
Gampong berstatus Gampong mandiri Tahun Anggaran
berjalan disalurkan, penyaluran Dana Gampong non BLT
Gampong untuk Tahun Anggaran 2023 dihentikan.
Penghentian penyaluran Dana Gampong non BLT Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan aayat ()
dilakukan melalui naskah Dinas Direktur Jenderal
Perimbangn Keuangan kepada  Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Bupati/walikota atau kementerian
Negara/ lembaga terkait.
Dana Gampong non BLT Gampong yang dihentikan
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak
dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 30

Gampong yang dihentikan penyaluran Dana Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5 huruf a,
berhak mendapatkan penyaluran Dana Gampong pada
tahun anggran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Gampong tahun berjalan.

Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana
Gampong dari walikota paling lambat tanggal 15 Juni
Tahun Anggaran berjalan.

Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran
Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum
tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/ata

.
putusan 4.




(4)

(5)

(6)

(2)

(3)

(4)

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Pencabutan penghentian penyaluran Dana Gampong
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (5} huruf b,
dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c¢.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima  surat
Rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana
Gampong dari Kementerian Negara/ lembaga terkait
dan/atau walikota paling lambat tanggal 15 Juni Tahun
Anggaran berjalan.

Dalam hal surat Surat Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau surat Rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni
Tahun Anggaran berjalan, Dana Gampong disalurkan
untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana
Gampong untuk Gampong tersebut telah dialokasikan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan
surat permohonan dari walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau surat Rekomendasi dari Kementerian
Negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian
penyaluran Dana Gampong dan disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan walikota atau
kementerian Negara/lembaga terkait.

Pasal 31

Dalam hal Gampong tidak menganggarkan BLT Gampong
sebagaiman dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a,
selisih antara pagu anggaran Dana Gampong untuk BLT
Gampong yang seharusnya dianggarkan dengan
kebutuhan Dana Gampong b untuk BLT Gampong yang
telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.

Walikota Langsa melakukan penghitungan besaran selisih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan
perekaman  jumlah keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a
angka 2.

Walikota Langsa melalui Dinas Pemberdayaan masyarakat
dan Gampong Kota Langsa memberitahukan hasil
perhitungan besaran selisih sebagaimna dimaksud pada
ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi OM-SPAN kepada
geuchik.

Walikota Langsa dapat melakukan realokasi dana gampong
antar Gampong dalam wilayah Kota Langsa bersangkutan
atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung :

a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
b. program perlindungan sosial berupa BLT gampong;

c. kegiatan ...




c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani

dan/atau
d. Kegiatan prioritas lainnya.
Pasal 32
Realokasi Dana Gampong antar gampong dalam rangka
mendukung kegiatan prioritas lainnya serbagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, ditunjukkan

dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada
risalah rapat.

Pasal 33

Dalam hal Pemerintah Gampong tidak melaksanakan BLT
Gampong selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Gampong sebesar 50 %

(lima puluh persen) dari penyaluran Dana Gampong tahap II
tahun anggaran 2023.

Pasal 34
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi Gampong yang tidak mendapatkan
penyaluran Dana Gampong tahun anggaran 2022,

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyaluran dana
Gampong diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 36

Ketentuan mengenai:

a. rincian Dana Gampong setiap gampong sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 sampai dengfan pasal 10 tahun
anggaran 2022,

b. contoh format surat kuasa pemindahbukuan Dana
Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1}
dan ayat {2);

c. contoh format laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 21 ayat (1) dan
ayat (2);

d.contoh format laporan konvergensi pencegahan stunting
tahun anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 21 ayat (1) dan ayat (2);

e. contoh format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 18 ayat 14;

f. contoh format lembar konfirmasi penerimaan; dan

g. yataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian
perhitungan sisa Dana Gampong sebagaimana dimaksud
dalam pasak 28 ayat (3), tercantum dalam lampiran yan

merupakan .




merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri
ini,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 4 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kota
Langsa Tahun 2019 Nomor 759) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota

Langsa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian Dana Gampong Pada Masing-Masing
Gampong Dan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Di
Kota Langsa Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa
Tahun 2021 Nomor 915) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Langsa Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Walikota Langsa Nomor 1 Tahun
2021 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian
Dana Gampong Pada Masing-Masing Gampong Dan
Prioritas Penggunaan Dana Gampong Di Kota Langsa
Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2021
Nomor 927) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 31 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

ALIKOTA LANGSA,

_.——Q\/ﬁw:’_ A
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USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
Pada Tanggal 31 Desember 2021 M

SEKR

26 Jumadil Awal 1443 H

KOTA LANG

SAID MmAADUNM viAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 971










LAMPIRAN Il : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 50 TAHUN 2021
TANGGAL 31 Desember 2021M
26 Jumadil Awal 1443H

B. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).......(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama e e e e e (2]
Jabatan T Bupati/Wali Kota.....ooooooiiin (3)
Alamat S (4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa
Dengan ini memberikan Kuasa kepada:
Nama : Kepala KPPN

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokast Khusus Fisik
dan Dana Desa

Alamat : (6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan
Dana Desa tersebut berdasarkan permintaan penyaluran yang diajukan oleh
Pemerintah Daerah kepada Rekening Kas Desa sebagaimana Daftar Rekening
Kas Desa terlampir.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran..............enn (7)
.................................. Tanggal ..o {8)
Cap Materai
Binas Rpl0.000,- ................................. [9}
............................................................................ (10)
St
!

-




PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

OMOR

URAIAN [SIAN

Diisi kop surat kabupaten/kota tersebut

2) Diisi nama pemberi kuasa

(3 Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa

{4) Diisi alamat pemberi kuasa

(5) Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6) Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
{7) Diisi tahun anggaran berjalan

(8) | Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa

(9) Diisi tanda tangan (bupalti/wali kota)

{10) Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota}




C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPDRAN REALISAS] PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP..... ... TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH DESA ... cooooi.
KECAMATAN ... ...
KABUPATEN/KOTA ... ...
Pagu Desa Rp
Relcening
5 Ane .| REALI TENAGA §
) T ; . URAIAN VOLUME P(;,;E\ ANGGARAN | "0 SISA | L cpann | keroa | DURAS) | ural KPM DLT
: KELUARAK | KELUARAN [ /" | KELUARAN KET
a ]bl ¢ |n b|c d Rp. Rp Rp. Orang Huri Rp KX Rp
. . 3 -
] [ [B]] [nls 3) ] 17) 161 - (7] 2l] [§14] {n (32) 13 4] (15§
|
4 PENDAPATAN
412 TRANSTER
1 DANA DESA
JUMLAH PENDAPATAN IR
3 BELANJA
rr T BIDANG PENYELENGC. ... AN
PEMERINTAHAN
T [ SUB BIDANG
1110 KEGIATAN ... - T I I
1
1 |1]o dst ...
2
2 BIDANG PELAKSANAAN —
PEMBANGUNAN DESA
[ 2 |1 SUB BIDANG .
2 1[0 KEGIATAN ...
1
2 (1170 dst.. . r
21 | L _




Rekemng

REALJ

TEMNAGA

ANGGARAN X §1% $ :
. 2 CRAIAK URAIAN VOLUME I,CE‘::EAA ’ sAS! A 1o capaian | kERJA | PURASE ) UIPAH KPM BT |
CRAIAT KELUARAN | KELUARAN KELUARAN KET
DAAN
a ‘ 1 < a | b1« I o Rp Rp. Rp Orang Hari Rp KK kp
. ~ ) =
n 12) 13 ! 151 -] (7l 16 J-(7J 191 (o 1) 2 113 (44 {15)
31 3IDANG PEMBINAAN
| KEMASYARAKATAN DEGA BA
3 SUR BIDANG ...
3310 KEGIATAN . . -
] T -
3 170 dst.....
2
4 BIDANG PEMBERDAYAAN
KEMASYARAKATAN DESA b
4 1 5UB BIDANG ... ..
4 1 4] KEGIATAN ...
1
4 ) o] dst... .
b
5 BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA
3 1 SUB BIDANG PENANGGULANCGAN
BENCANA
3 1] 0 PENANGGULANGAN BENCANA
]
5|t D |54 Relanja Tak Terduga
0
S |t10|5]4 Belanja Tak Terduga
a
511054 O | Belanjo Tak Terduga
8] 1
1. Sterilisusi fasilitas urnum dan
fasilitas somal Desa ¥}
2, Penyediaan Obat-obatan *) T







Kepala Desa/Kepala DPMD/DPMK"*)

Reken'ng
o REAL! TENAGA
| ANGGARAN 515A DURASI | UP KP ;
2 URAIAN LRAIAN VOLUMIZ 5:;?1 3asl ACAPAIAN | KERJA AH M BLT
! 2 A KELUARAK | KELUARAN “n KELUARAN KET
~ T T DAAN
a | b 1 ¢ |a l b i c } d Rp. Rp Bp. Orung Har) Rp KK Rp
{1t {2 134 {43 19) 16} 7 - (9) {10} 1y 12 13y {i4) {15)
2 ‘ 6] - @ :
| l BLT Bulin Pertama
BLT Bulan ke......dst ; o
G PEMBIAYAAN B
6|2 +wngeluaran Pembnayaan
62 2 Penyertaan Modai Desa
2 1 Penycrtaan Modal Desa .
JUMLAH PEMBIAYAAN
JUMILAH
(PENDAPATAN . BELANJA .
PEMBIAYAAN] _
*) Tidak mengikal pada penomoran dan nama kegiatan.
**  Kepale DPMD/DPMX dapal menandatangani laporan untuk
Desa yang lokasimya sulit terjangkau.
.............. 2022




PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

| NOMOR URALIAN ISIAN

1 Kolom (1} diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes

2 Kolom (2} diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
menggunakan Dana Desa
Kolom (3} diisi dengan uraian keluaran. Contoh: Pembangunan Jalan

4 Kolom {4) diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan
satuan keluaran. Contoh: 500 meter

S Kolom (5) diisi dengan cara pengadaan. Contoh: swakelola, kontraktual

6 Kolom (6} diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan Rupiah

7 Kolom (7) diisi dengan jurnlah realisasi dalam satuan Rupiah

8 Kolom {8) diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan
Rupiah

9 Kolom (9) diisi dengan persentase capajan keluaran dengan perhitungan
sebagai berikut:

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung
sesual perkembangan penyeiesaian fisik di lapangan dan fote
b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar
belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar
30%;
L ]
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan
konfirmasi pengajar, sebesar 30%,;
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

10 Kolom (10), (11), dan (12) dalam rangka pelaksanaan program cash for work
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa.

11 Kolom (13) dan (14) dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial
program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat
yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Bidang
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Dcesa.

12 Kolom (15) diisi dengan keterangan. Contoh: berapa keluaran yang tclah

terlaksana (kuantitas)







E. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA ......
TAHUN ANGGARAN 20...
T | . DETIL
ALAMAT NAMA
KODE NAMA NAMA NOMOR NAMA KODE
NO. NPWP | KANTOR | KECAMATAN | PROVINSI PEMILIK
DESA DESA DESA BANK REKENING | REKENING | CABANG POS
BANK
L {2} (3) @ (5) (6) (7 (8) (9) (10) 1) {12)
................................. e (13)
..................................................................... (14)
..................................................................... (15)




PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA

NOMOR URAIAN [SIAN NOMOR URAIAN [SIAN

(1} Diisi nomor urut {11} Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada

(2) Diisi nomor kode desa (12} Duisi kode pos alamat dcsa terscbut berada

3) Disi nama desa [13) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

4] Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan 19 Diisi jabatan penanda tangan
{paling rendah olch pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengeloiaan keuapgan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota)

{5} Di:s1 alamat kanlor desa {13) Diisi landa tangan
|paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menvelengpgarakan urusan
pengelelaan  keuangan Daerah atau pimpinan  organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat fwali kota)

(6) Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada 116) Diisi nama penanda tangan
{paling rendah cleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pengelolaan  keuangan [daecrah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan wrusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota)

(7} Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada

8) Diisi nama bank rekening kas desa tersebut

9] [Diisi nama rekening kas desa tersebut

(10} Diisi nomor rekemag kas desa tersebut




FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).......(1)

............... e (2)

Kepada:
Yth. Kepala KPPN selalku KPA Penyaluran

Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

di
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR:......cooeiiiiiiiienen {3)
No. Uraian Jumlah Dokumen Keterangan®)

1. | Bersama ini disampaikan Dilampiri dengan
dokumen persyaratan kertas kerja
penyaluran BLT Desa 1 berkas (worksheet)
bulan....s.d. bulan..../Dana penghitungan
Desa tahap .......... (4)*), dengan rincian Dana
rincian sebagai berikut: Desa setiap Desa
B e (9); hasil cetakan

D e aplikasi Online
¢. Dst Monitoring
Sistem
Perbendaharaan

dan Anggaran
Negara (OMSPAN)
yang
ditandatangani
oleh
penandatangan
surat pengantar

2. | Kami bertangguug jawab penuh atas kebenaran substansi data dan
dokumen yang disampaikan serta membebaskan KPPN dari tanggung
jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang
disampaikan.

L

/) Dipilih salah satu penyaluran BLT Desa atau Dana Desa di luar BLT Desa
) Khusus tahap [




PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR l URAIAN ISIAN
{1) Diisi kop surat Pemerintah Daerah tersebut
(2) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3) Diisi nomor pembuatan surat
(4) Diisi tehap penyampaian persyaratan penyaluran
(5) Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan
tahapannya
(6} Diisi jabatan penanda tangan
{paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota)
{7) Diisi tanda tangan
| .
(paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang |
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota}
(8) ‘ Diisi hama penanda tangan
‘paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan penunjukan
bupat/wali kota)




. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI
REKENING KAS DESA

(KOP SURAT) ....... (1)

Telah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal
terima Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota
dari
Untuk Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Duna Desa Tahun Anggaran 2022
keperluan Kabupaten /KO, ....o.ooove e i2)
Dengan
rincian
T -
TAHAP TANGGAL DITERIMA JUMLAH TERBILANG
{dengan huruf)
(3) {4 (3) {6}
Dana tersebut telah diterima pada :
Nomor Rekening o e (7)
Nama ReKENINE 1 i (8)
NAIMA BATIK 1 ittt i et e e e 19}
.............................. , tanggal e (1)
............................................................................... 11)
Cap Materai
Dinas RP.I0.000,.  |rmermrmmrerrmmieeees {12}







H. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

1.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERMINTAAN PENGECUALIAN PERHITUNGAN SISA DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama | e (2}
Jabatan : Kepala Desa .................. (3)
Alamat @ (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Desa .....co..... (5) yang diajukan permintaan untuk dikecualikan dari

perhitungan sisa Dana Desa benar-benar mengalami bencana alam.

Akibat bencana alaimn tersebut, terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp........ (6)

(dengan huruf) yang tidak dapat dilaporkan penggunaannya atau hilang.

Dalam hal pernyataan yang kami buat dalam SPTJM ini tidak benar dan
berakibat menimbulkan kerugian pada negara, kami bersedia

mengembalikan dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.







